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BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang
Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Iindonesia Nomor 6966);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi Nasional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen
Pengamanan Informasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam
Sistem Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan  Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi
dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik Lingkup Publik;

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8
Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan

(



Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATUAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 2),
diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Peta Rencana SPBE  Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
c berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional,
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan
Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
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Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk
program dan/atau Kegiatan SPBE dalam rangka
melakukan pembangunan, pengembangan, dan
penerapan SPBE.

Peta Rencana  SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

Tata Kelola SPBE;

Manajemen SPBE;

Layanan SPBE;

Infrastruktur SPBE;

Aplikasi SPBE;

Keamanan SPBE; dan

Audit teknologi informasi dan komunikasi.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah mengatur
integrasi SPBE antar Perangkat Daerah, Pemerintah
Daerah dan dengan Instansi Pusat.

Dalam hal penyelarasan Peta Rencana SPBE
Pemerintah dengan Pela Rencana SPBE Nasional,
Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan
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konsultasi dengan kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah
Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah
Daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan
reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
atau berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah
Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
e. sewaktu — waktu sesuai dengan kebutuhan.
Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas
dan fungsi perencanaan, penelitian dan
pengembangan beserta Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.



(10) Penetapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
dan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Agesos 2025
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